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ABSTRACT

This study examines, from a juridical perspective, the electronic transfer of land rights based on deeds of exchange, inbreng (capital contribution in the form of land), and Deeds of Shared Rights Distribution (APHB) within the broader framework of digital transformation of land registration in Indonesia. Building on the regulatory developments of the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997 jo. Government Regulation No. 18 of 2021, and Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 3 of 2023 on electronic certificates and documents, this article highlights the position and authority of Land Deed Officials (PPAT) when authentic paper deeds must be integrated into the electronic land registration system. The research employs a normative juridical method with a statute approach and qualitative‑descriptive analysis of relevant legislation, doctrinal writings, and previous studies. The findings show that electronic registration of land rights based on deeds of exchange, inbreng, and APHB has obtained a sufficient legal basis through the recognition of electronic documents as valid evidence and through the technical provisions of Ministerial Regulation ATR/BPN No. 3 of 2023, yet normative gaps and disharmony remain regarding standards for electronic deeds, procedures for uploading, reading, and signing deeds online. These conditions create uncertainty regarding the role of PPAT and underline the urgency of harmonizing Government Regulation No. 37 of 1998 jo. Government Regulation No. 24 of 2016, land law regulations, and the legal regime on electronic transactions so that electronic transfers of land rights based on deeds of exchange, inbreng, and APHB can provide optimal legal certainty and protection for all parties.
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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis ketentuan peralihan hak atas tanah secara elektronik berdasarkan akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dalam kerangka transformasi digital pendaftaran tanah di Indonesia. Berangkat dari perkembangan regulasi UUPA, PP 24 Tahun 1997 jo. PP 18 Tahun 202, serta Permen ATR/BPN/3/2023 tentang sertipikat dan dokumen elektronik, tulisan ini menyoroti posisi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ketika akta autentik fisik harus diintegrasikan dengan sistem pendaftaran tanah elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan dan analisis deskriptif kualitatif terhadap berbagai regulasi, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pendaftaran hak atas tanah secara elektronik untuk akta tukar menukar, inbreng, dan APHB telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah dan pengaturan teknis Permen ATR/BPN/3/2023, namun masih terdapat kekosongan dan disharmoni norma terkait standar akta elektronik, prosedur pengunggahan, pembacaan, dan penandatanganan akta secara daring. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian peran PPAT dan menegaskan urgensi harmonisasi antara PP 37 Tahun 1998 jo. PP 24 Tahun 2016, regulasi pertanahan, dan rezim hukum transaksi elektronik agar peralihan hak atas tanah secara elektronik berbasis akta tukar menukar, inbreng, dan APHB dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.
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PENDAHULUAN
Pendaftaran tanah di Indonesia pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak melalui penerbitan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat[footnoteRef:1]. Pengaturan dasar terdapat dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan (UUPA) dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbarui pengelolaannya melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang secara eksplisit membuka ruang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik. Implementasi lebih lanjut hadir melalui berbagai Peraturan Menteri ATR/BPN, antara lain Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023/2024 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa seluruh rangkaian proses pendaftaran, pemeliharaan data, dan penerbitan dokumen pertanahan dapat dilakukan secara digital[footnoteRef:2].
Disisi lain, Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang‑undangan atau dikehendaki oleh pihak berkepentingan, termasuk dalam bidang pertanahan[footnoteRef:3]. Undang‑Undang ini berjalan beriringan dengan pengaturan khusus mengenai PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa PPAT sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta‑akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah dan satuan rumah susun, serta mengatur lebih rinci pengangkatan, wilayah kerja, kewajiban, honorarium, hingga pembinaan dan pengawasannya[footnoteRef:4]. Pasal 15 ayat 3 Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) juga memperkenalkan kewenangan terkait sertifikasi transaksi elektronik, sehingga menempatkan notaris pada posisi strategis dalam menjembatani peralihan dari dokumen akta fisik menuju dokumen elektronik, termasuk integrasinya dengan sistem pendaftaran tanah elektronik[footnoteRef:5]. Perkembangan regulasi lain seperti Undang‑Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan pengaturan mengenai tanda tangan elektronik memperkuat pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga menuntut penafsiran ulang terhadap frasa pembacaan akta, penandatanganan, dan kehadiran para pihak sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)[footnoteRef:6]. [3:  Undang Undang Jabatan Notaris, Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Pustaka Mahardika, n.d.).]  [4:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, BPK (1998), https://peraturan.bpk.go.id/Details/55057/pp-no-37-tahun-1998.]  [5:  Undang Undang Jabatan Notaris, Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Pustaka Mahardika, n.d.).]  [6:  Andi M Reyza Yusuf et al., “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 7, no. 2 (2024), https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1900.] 

Khusus untuk perbuatan hukum tukar menukar, inbreng (penyertaan modal dalam bentuk tanah ke dalam badan usaha), dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), PPAT berperan sebagai pembuat akta yang menjadi dasar yuridis pendaftaran peralihan atau pembebanan hak atas tanah[footnoteRef:7]. Dalam praktik, kualitas dan format akta-akta tersebut harus dapat memenuhi persyaratan sebagai data yuridis yang akan diinput ke dalam sistem elektronik, termasuk aspek otentisitas, kejelasan obyek dan subyek, serta bukti pembayaran kewajiban perpajakan dan retribusi lain yang berkaitan[footnoteRef:8]. Peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik menimbulkan persoalan baru, antara lain mengenai model integrasi akta autentik fisik dengan dokumen elektronik, keabsahan akta elektronik yang ditandatangani secara digital, tanggung jawab notaris terhadap keamanan data dan akses sistem, serta konsekuensi hukum bila terjadi kesalahan input atau gangguan sistem[footnoteRef:9]. [8:  Patricia Jessica, Cyber Notary Dan Digitalisasi Tanda Tangan, 1st ed. (Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2023).] 

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek hukum sertipikat elektronik, efektivitas pendaftaran tanah berbasis elektronik, maupun kewenangan notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik, namun umumnya masih berfokus pada sertipikat atau hak tanggungan elektronik dan belum spesifik mengkaji akta tukar menukar, inbreng, dan APHB sebagai obyek kajian yuridis pendaftaran hak atas tanah elektronik[footnoteRef:10]. Selain itu, terdapat indikasi perlunya harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan (UUPA), PP No.24 Tahun 1997, PP No.18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN tentang sertipikat/dokumen elektronik, Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks cyber notary dan layanan pertanahan elektronik, yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam satu kerangka analisis komprehensif. Kondisi ini menciptakan gap normatif dan praktis yang dapat berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak dalam perbuatan tukar menukar, inbreng, dan pembagian hak bersama yang telah atau akan terdaftar melalui sistem elektronik. [10:  Ana Silviana, “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, Administrative Law & Governance Journal, 4, No.1 (March, 2021): 2621-2781, https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068.] 

Telaah terhadap literatur tiga tahun terakhir menunjukkan beberapa kecenderungan. Pertama, penelitian tentang sertipikat dan pendaftaran tanah elektronik banyak menitikberatkan pada aspek keabsahan sertipikat elektronik sebagai alat bukti, perlindungan hukum terhadap pemegang hak, dan efektivitas implementasi di kantor pertanahan[footnoteRef:11]. Penelitian‑penelitian tersebut antara lain mengkaji dasar hukum sertipikat elektronik, kelemahan sistem dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia, serta dampaknya terhadap praktik mafia tanah, tetapi tidak merinci implikasi terhadap bentuk dan isi akta-akta tertentu yang menjadi dasar pendaftaran seperti tukar menukar, inbreng, dan APHB[footnoteRef:12]. [11:  Indira Retno Aryatie et al., “Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik)”, Perspektif Hukum, 22, No.1 (Mei, 2022): 1-28, https://doi.org/10.30649/ph.v22il.88.]  [12:  ] 

Kedua, dalam konteks peralihan hak atas tanah secara elektronik, kekosongan pengaturan mengenai kewenangan PPAT menjadi semakin signifikan apabila dikaitkan dengan akta‑akta yang bersifat kompleks seperti akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), dan akta pembagian hak bersama (APHB), yang secara eksplisit termasuk dalam jenis perbuatan hukum yang menjadi tugas pokok PPAT menurut PP No. 37 Tahun 1998 jo. PP No.24 Tahun 2016. Peraturan perundang‑undangan tersebut hanya mengatur kewenangan PPAT membuat akta tukar menukar, inbreng, dan APHB serta kewajiban untuk menjadikannya dasar pendaftaran perubahan data hak atas tanah, namun belum memberikan norma yang jelas mengenai bagaimana akta‑akta tersebut diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran tanah elektronik (misalnya standar format akta elektronik, tata cara pengunggahan dan verifikasi data, serta mekanisme pembacaan dan penandatanganan akta secara daring), sehingga peralihan hak atas tanah secara elektronik untuk jenis perbuatan hukum tersebut masih sangat bergantung pada kebijakan teknis Kementerian ATR/BPN dan praktik administratif di kantor pertanahan setempat[footnoteRef:13]. Keterputusan antara kajian kewenangan PPAT dan desain teknis‑normatif sistem pendaftaran tanah elektronik menyebabkan masih minimnya rujukan akademik mengenai standar normatif pembuatan akta tukar menukar, inbreng, dan APHB yang kompatibel dengan sistem pendaftaran elektronik. Ketiga, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menguji konsistensi dan sinkronisasi pengaturan terkait pendaftaran tanah elektronik dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan (UUPA), Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbarui pengelolaannya melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No.3 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya, khususnya dalam konteks akta-akta peralihan hak kompleks yang melibatkan banyak pihak dan obyek seperti APHB dan inbreng. [13:  Sinaga, Sahat Hangoluan Maruli Tua, “Perkembangan Pengaturan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 10, no.1, https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.334] 

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses peralihan hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan APHB? 
2. Bagaimana proses pembuatan akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Harta Bersama oleh PPAT?

METODE PENELITIAN
Metode yuridis normatif (doctrinal/dogmatic) dalam aliran Legal Positivisme diterapkan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan yang menjadi dasar dapat dilakukannya penelitian, mengumpulkan kemudian menelusuri dokumen yang memiliki hubungan dengan objek pengamatan dan membuat kutipan melalui sumber data sekunder yang terdiri dari aturan undang-undang, teori pustaka dari berbagai sumber meliputi buku, jurnal ilmiah atau informasi dari internet yang relevan[footnoteRef:14]. Statute approach digunakan karena peneliti mengkaji UU No.2 Tahun 2014, UU No.5 tahun 1960, UU No.1 Tahun 2024, PP 24 Tahun 1997, PP 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No.3 Tahun 2023. Selanjutnya, perolehan data digunakan untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif, yang mana berguna untuk menginterpretasi seluruh data secara mendalam seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian hukum normatif dan hasilnya berupa pernyataan yang mendeskripsikan data yang telah dianalisis tersebut[footnoteRef:15].  [14:  F.X. Adji Samekto, Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme (Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2023), 49.]  [15:  Ibid.] 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Proses pendaftaran hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan APHB
1. Tinjauan Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah
Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah- wilayah tertentu, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan rumah-rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya[footnoteRef:16].  [16:  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Tanah Nasional, 1st ed. (Penerbit Universitas Trisakti, 2019).] 

Kemudian diperbaharui melalui Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliptrti pengurnpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun sert-a hak-hak tertentu yang membebaninya.”[footnoteRef:17] [17:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).] 

Pendaftaran tanah atau landregistration tidak hanya mendaftarkan tanah secara fisik melainkan juga mendaftarkan hak atas tanah guna mennetukan status hukum tanah serta serta hak-hak lain yang membebani. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance). 
Menurut Pasal 1 angka 9 PP No.24 Tahun 1997, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No.24 Tahun 1997[footnoteRef:18]. Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan melalui dua cara yaitu, secara sistematik yang dilakukan serentak meliputi obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, kedua: secara sporadik, yaitu mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal. [18:  Ibid.] 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan ada tidaknya hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya[footnoteRef:19]. [19:  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Tanah Nasional, 1st ed. (Penerbit Universitas Trisakti, 2019).] 

Tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Pasal 94 yang menyatakan: Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah didaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.
Perubahan data yurudis dapat berupa:
a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
b. Peralihan hak karena pewarisan;
c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
d. Pembebanan hak tanggungan;
e. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan;
f. Pembagian hak bersama;
g. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;
h. Perubahan nama akibat pemegang hak yang diganti nama, dan;
i. Perpanjangan jangka waktu atas tanah[footnoteRef:20]. [20:  Ibid.] 

Perubahan data fisik dapat berupa:
a. Pemecahan bidang tanah;
b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah, dan;
c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah[footnoteRef:21]. [21:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).
] 

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997.
Tujuan dan Asas Asas Pendaftaran Tanah
a. Tujuan Pendaftaran Tanah
Menurut Pasal 19 UUPA tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan yang dapat dicapai dengan diakadakannya pendaftaran tanah yang bersifat recht kadaster, meliputi:
1.) Kepastian hak atas tanah;
2.) Kepastian subyek haknya;
3.) Kepastian obyek haknya; 
4.) Kepastian hukumnya; 
5.) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak;
6.) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;
7.) Penyediaan informasin kepada pihak-pihak yang berkepentingan[footnoteRef:22]. [22:  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Tanah Nasional, 1st ed. (Penerbit Universitas Trisakti, 2019).] 

b. Asas-Asas Pendaftaran Tanah
1.) Asas Sederhana
2.) Asas Aman
3.) Asas Terjangkau
4.) Asas Mutakhir
5.) Asas Terbuka[footnoteRef:23]. [23:  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Tanah Nasional, 1st ed. (Penerbit Universitas Trisakti, 2019).] 

Ketenatuan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik sesungguhnya terintegrasi dengan adanya Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang menjelaskan bahwa tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektrtonik[footnoteRef:24]. [24:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).] 

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara elektronik bertujuan untuk mendapatkan data, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik. Meski data dan informasi tersebut berbentuk elektronik, namun data tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Lebih jauh, pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggungjawab[footnoteRef:25]. [25:  Ibid.] 

Upaya pelaksanaan pendaftaran tanah secara lebih rinci juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Pasal 2 ayat (2) dalam peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dapat dilaksanakan untuk:
a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah
Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah daftar nama, daftar surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
2. Tinjauan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
a. Definisi Akta
Akta dalam Bahasa Belanda disebut sebagai acta atau akta, dalam bahasa Inggris disebut act atau deed. Menurut S.J. Fachema Andreas, kata akta secara etimologis berasal dari bahasa latin, yakni acta atau geschrift yang berarti surat. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, istilah akta berasal dari kata acta, yang merupakan bentuk tunggal dari kata actum yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan[footnoteRef:26]. [26:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).] 

Definisi akta juga terdapat dalam Pasal 165 Het Herziene Indonesia (HIR) Staatblad Tahun 1941 Nomor 84 yang menyebutkan bahwa akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal akta itu[footnoteRef:27]. [27:  Ibid.] 

Berdasarkan Pasal 1868 menyatakan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat[footnoteRef:28]. [28:  Ibid.] 

Berdasarkan Pasal tersebut maka suatu akta harus memenuhi tiga unsur kumulatif:
1.) Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang: akta harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2.) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum: Pejabat tersebut harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut;
3.) Tempat pembuatan akta: Akta harus dibuat dilokasi yang sah menurut hukum.
Akta otentik dianggap sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata), yang berarti tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.
b. PPAT Dalam Akta
Ketentuan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah[footnoteRef:29]. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta  ontentik mengenai  perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Adapun akta PPAT mengacu pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang menjelaskan bahwa akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai ha katas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun[footnoteRef:30]. [29:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).]  [30:  Ibid.] 

c. Bentuk Dan Sifat Akta PPAT
Bentuk dan sifat akta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 96 ayat (1) Perkaban No. 8 Tahun 2012 bila dikaitkan dengan Pasal 101 dalam Perkaban 3 Tahun 1997 tentang Pembuatan Akta mencerminkan belum maksimalnya kepastian dan perlindungan bagi para pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merumuskan akta sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 96 ayat (1) PERKABAN tersebut[footnoteRef:31].  [31:  Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara ATR/BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, https://peraturan.bpk.go.id/Details/104410/permen-agrariakepala-bpn-no-8-tahun-2012.] 

1.) Akta Jual Beli
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dan menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata)[footnoteRef:32]. Dalam hukum adat sistem yang dipakai berkenaan dengan jual beli hak atas tanah umumnya dikenal dengan tunai, riil dan terang. PPAT dilarang menandatangani akta jual beli jika jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai. Dengan demikian peralihan hak atas tanah telah terjadi pada saat ditandatangani akta jual beli oleh PPAT. [32:  Busro, Achmad, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata, (Yogyakarta: Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, 2011).
] 

2.) Akta Hibah
Akta hibah dibuat oleh PPAT karena terjadi perbuatan hukum dimana pihak pertama memberi suatu hak atas tanah kepada pihak kedua secara cuma‑cuma, yang secara konseptual sejalan dengan pengertian hibah dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata sebagai perjanjian sepihak yang pada dasarnya bersifat cuma‑cuma dan tidak dapat ditarik kembali, namun dalam praktik sering dipandang rawan tuntutan di kemudian hari, terutama dari para ahli waris, sehingga untuk mengatasi hal ini lazim disertakan pernyataan dari ahli waris yang menyatakan tidak keberatan dan menyetujui hibah tersebut serta pernyataan dari pemberi hibah bahwa hibah tersebut tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari hartanya sebagai bentuk kehati‑hatian agar tidak melanggar hak legitime portie ahli waris;
3.) Akta Tukar Menukar
Menurut Pasal 1541 KUH Perdata, tukar menukar adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya barang lain, sehingga akta tukar menukar yang dibuat oleh PPAT merupakan perjanjian timbal balik yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan tetap tunduk pada ketentuan khusus Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 tentang objek, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko dalam perjanjian tukar menukar[footnoteRef:33]. [33:  Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buegelijk Wetboek Dengan Tambahan Undang Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Perkawinan, (Jakarta, Penerbit PT. Balai  Pustaka, 2022), 653.] 

4.) Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Akta Pembagian Harta Bersama dibuat manakala ada sebidang tanah yang kepemilikannya bersama dan akan dibuat milik satu orang atau lebih (jumlah pemiliknya menjadi lebih sedikit dari pemilik semula), yang harus tetap memperhatikan ketentuan subjek dan peralihan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 UUPA yang membatasi pemegang hak milik pada warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu serta mengatur cara beralih dan dialihkannya hak‑hak tersebut[footnoteRef:34]. [34:  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Hukum Tanah Nasional, 1st ed. (Penerbit Universitas Trisakti, 2019).] 

5.) Akta Pemberian HGB/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik
Perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT), yang menjual beberapa lembar saham dan disetorkan tanah kepada Perseroan Terbatas sebagai penyertaan modal, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 UUPA bahwa badan hukum seperti PT pada prinsipnya hanya dapat menjadi pemegang hak atas tanah tertentu, khususnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sedangkan hak milik tidak dapat dimiliki oleh badan hukum perseroan[footnoteRef:35]. Badan hukum yang memiliki saham hanyalah Perseroan Terbatas, sehingga Koperasi dan Yayasan tidak bisa sebagai badan hukum yang menerima hak atas tanah dalam bentuk hak milik, melainkan tunduk pada rezim hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai sesuai pengaturan UUPA dan ketentuan pelaksananya[footnoteRef:36].  [35:  Ibid.]  [36:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).] 

6.) Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)
Perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT), yang menjual beberapa lembar saham dan disetorkan tanah kepada Perseroan Terbatas sebagai penyertaan modal, sebagaimana diperbolehkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun bentuk lain (inbreng) yang dinilai berdasarkan nilai wajar, dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 33 mengenai kewajiban penempatan dan penyetoran modal minimum sebesar 25% dari modal dasar[footnoteRef:37].  [37:  Nurasa,Akur, and Dian Aries Mujiburohman, Buku Ajar Tuntunan Pembuatan Akta Tanah, 1(Yogyakarta, STPN Press, 2020), .] 

7.) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Pemberian hak tanggungan harus didahului dengan janji, yang dibuat dalam bentuk APHT sebagai akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan piutangnya, sejalan dengan pengaturan umum dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menegaskan bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur pemegangnya. APHT merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok (perjanjian kredit/utang‑piutang)[footnoteRef:38]. [38:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).] 

8.) Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT)
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah akta pemberian kuasa khusus untuk membuat APHT yang menurut Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1996 wajib dibuat dalam bentuk akta otentik dan hanya boleh memuat kuasa membebankan hak tanggungan, sedangkan secara sistemik keberadaannya terkait dengan mekanisme pendaftaran dan lahirnya Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No.4 Tahun 1996 yang sama. SKMHT memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur karena, sebagai kuasa yang bersifat khusus dan tidak dapat dicabut secara sepihak, ia tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apa pun selain telah dipergunakan sebagai dasar pembuatan APHT atau karena lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga dari sudut hukum perikatan dengan memperhatikan konsep “lastgeving” dan keagenan dalam KUH Perdata, ia berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani antara hubungan utang‑piutang (piutang yang menurut Pasal 171 dan Pasal‑pasal jaminan umum berikutnya dijamin oleh seluruh harta debitur) dan lahirnya jaminan kebendaan khusus dalam bentuk Hak Tanggungan[footnoteRef:39].  [39:  Nurasa,Akur, and Dian Aries Mujiburohman, Buku Ajar Tuntunan Pembuatan Akta Tanah, 1(Yogyakarta, STPN Press, 2020), .
] 

3. Tinjauan Yuridis
Pengaturan yuridis mengenai proses pendaftaran hak atas tanah secara elektronik atas akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) pada dasarnya bertumpu pada pengakuan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan alat bukti dalam hukum acara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (2) Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang‑Undang ITE yang berbunyi “(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”[footnoteRef:40]. Pengakuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik, yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah dapat dilaksanakan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Elektronik dan bahwa dokumen elektronik maupun hasil cetaknya berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah[footnoteRef:41]. Dengan demikian, akta PPAT mengenai tukar menukar, inbreng, dan APHB yang semula dibuat dalam bentuk fisik dapat diposisikan sebagai dasar pembuktian yang kemudian di “elektroniskan” dalam rangkaian proses pendaftaran tanah[footnoteRef:42]. [40:  Undang Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE, Undang Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi PDP, (Surabaya: Permata Press).]  [41:  Ana Silviana, “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, Administrative Law & Governance Journal, 4, No.1 (March, 2021): 2621-2781, https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068.]  [42:  Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, BPK (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Details/269663/permen-atrkepala-bpn-no-3-tahun-2023.] 

Proses pendaftaran hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan APHB pada tahap permohonan dimulai dari kewajiban PPAT menyusun dan menandatangani akta otentik berdasarkan perbuatan hukum para pihak, kemudian PPAT wajib menyampaikan akta tersebut beserta dokumen persyaratan (identitas para pihak, bukti pelunasan BPHTB dan PPh, dan dokumen lain yang relevan) melalui Sistem Elektronik pendaftaran tanah paling lambat tujuh hari kerja sejak penandatanganan akta. Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 mengatur bahwa penyampaian akta dan dokumen persyaratan dilakukan dengan cara mengunggah seluruh dokumen ke Sistem Elektronik disertai pernyataan kesesuaian antara dokumen cetak dan dokumen yang diunggah, sementara dokumen fisik tetap disimpan oleh PPAT sebagai arsip dan bukti otentik. Selanjutnya, petugas Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan jangka waktu lima hari kerja atas kelengkapan, kesesuaian data, dan isi akta; apabila ditemukan kekurangan, berkas dikembalikan untuk diperbaiki, namun bila telah lengkap maka PPAT dan penerima hak memperoleh notifikasi bahwa permohonan dapat didaftarkan dan penerima hak atau kuasanya mengajukan permohonan resmi beserta salinan resmi sertipikat elektronik (bila sudah ada) dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui mekanisme elektronik yang telah terintegrasi[footnoteRef:43]. [43:  Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, BPK (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Details/269663/permen-atrkepala-bpn-no-3-tahun-2023.] 

Sesudah tahap permohonan dinyatakan lengkap dan pembayaran biaya layanan terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, Kantor Pertanahan memproses pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan mencatat perubahan data yuridis pada Buku Tanah Elektronik (BT‑el) dan menerbitkan Sertipikat Elektronik (Sertipikat‑el) sebagai edisi lanjutan dari sertipikat sebelumnya. Pencatatan pemeliharaan data dilakukan dengan membuat blok data baru dalam BT‑el yang memuat perubahan akibat perbuatan hukum tukar menukar, inbreng, maupun pembagian hak bersama; blok data tersebut disahkan secara elektronik dan pengesahannya sekaligus tercermin dalam Sertipikat‑el yang diberikan kepada pemegang hak melalui akun pertanahan pada Sistem Elektronik. Sertipikat‑el ini dapat diakses dan dicetak oleh pemegang hak atau diberikan salinan resmi melalui Kantor Pertanahan, dan keberlakuannya bergantung pada tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang serta keutuhan data pada pangkalan data Kementerian. Dengan demikian, secara yuridis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta tukar menukar, inbreng, dan APHB menjadi sah dan berkekuatan hukum penuh setelah tercatat dalam BT‑el dan diterbitkan Sertipikat‑el sebagai alat bukti hak[footnoteRef:44]. [44:  Nurul Farahzita dan Fransiscus Xaverius Arsin, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6, no.1 (Juni,2022): 113-126, https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.428.] 

Dari keseluruhan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran hak atas tanah secara elektronik untuk akta tukar menukar, inbreng, dan APHB telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam UU ITE hasil perubahan dan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, khususnya yang mengatur penggunaan Sistem Elektronik, status dokumen elektronik, dan kewajiban PPAT dalam pelaporan akta secara digital[footnoteRef:45]. Namun, dari perspektif jabatan Notaris/PPAT, masih terdapat disharmoni normatif karena Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terutama Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 masih berorientasi pada paradigma akta tertulis fisik dengan mekanisme menghadap dan pembacaan akta secara tatap muka, sehingga belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pembentukan akta elektronik atau penggunaan media elektronik dalam proses menghadap dan penandatanganan.  [45:  Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, BPK (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Details/269663/permen-atrkepala-bpn-no-3-tahun-2023.] 


B. Proses pembuatan akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Harta Bersama oleh PPAT
Pasal 101 Perkaban No.8 Tahun 2012 Perubahan Perkaban N0.3 Tahun 1997 merumuskan Pelaksanaan Pembuatan Akta adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku[footnoteRef:46]. [46:  Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara ATR/BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, https://peraturan.bpk.go.id/Details/104410/permen-agrariakepala-bpn-no-8-tahun-2012.] 

2. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.
3. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku[footnoteRef:47]. [47:  Taufan Fajar Riyanto, Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-an Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2nd ed. (Samudera Biru, 2023).] 

Proses peralihan hak pembagian bersama adalah proses mengubah status kepemilikan hak bersama menjadi hak individu atas tanah atau bangunan. Proses ini dilakukan dengan membuat Akta Pembaguan  Hak Bersama (APHB) dengan persyaratanse bagai berikut:
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
5. Sertifikat Asli;
6. Akta hibah dari PPAT;
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah.
Yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih selama 5 (lima) hari kerja. Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2)* luas tanah (m2))/1000+ biaya pendaftaran.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Proses pendaftaran hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan APHB pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat melalui pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam UU ITE hasil perubahan serta pengaturan teknis Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang memberi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan Sistem Elektronik pendaftaran tanah. Prosesnya meliputi kewajiban PPAT membuat dan mengunggah akta otentik beserta seluruh dokumen pendukung ke Sistem Elektronik dalam jangka waktu tertentu, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data oleh Kantor Pertanahan, pemeliharaan data pada Buku Tanah Elektronik, hingga penerbitan Sertipikat Elektronik yang menandai sahnya peralihan hak atas tanah berdasarkan akta-akta tersebut. Meskipun demikian, dari sudut pandang jabatan Notaris/PPAT masih terdapat disharmoni normatif karena UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014) tetap berorientasi pada akta tertulis fisik dengan mekanisme menghadap dan pembacaan akta secara tatap muka, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pembentukan dan pemanfaatan akta elektronik dalam rezim pendaftaran tanah secara elektronik.
2. Proses pembuatan akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Harta Bersama oleh PPAT berdasarkan ketentuan Pasal 101 Perkaban No. 8 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Harta Bersama oleh PPAT pada hakikatnya mengikuti satu standar prosedur formal yang sama, yaitu: para pihak (atau kuasanya) wajib hadir di hadapan PPAT, pembuatan akta harus disaksikan sekurang‑kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat, serta PPAT berkewajiban membacakan dan menjelaskan isi akta berikut prosedur pendaftarannya sebelum para pihak menandatangani akta tersebut, sehingga seluruh akta tersebut memperoleh kualitas akta otentik dan dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan atau pembagian hak atas tanah di kantor pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi. 2019. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Notaris, Undang-Undang Jabatan. 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . D.I. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
Yusuf, Andi M. Reyza, Nia Kurniati, and Yenni Yunithawati Rukmana. 2024. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah." Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 271-289.
Riyanto, Taufan Fajar. 2023. Panduan Lengkap Belajar Cerdas Hukum Ke-PPAT-An Bagi Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yogyakarta: Samudera Biru.
Jessica, Patricia. 2023. Cyber Notary Dan Digitalisasi Tanda Tangan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
Silviana, Ana. 2021. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia." Administrative Law & Governance Journal 2621-2781.
Aryatie, Indira Retno, Oemar Moechtar, and Angela Melani Widjaja. 2022. "Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik)." Perspektif Hukum 1-28.
Bayumurti, Krisna, Novan Perdana, and Ronan Steven Tjandra. 2025. "Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Praktik Hukum Di Indonesia." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 1-17.
Samekto, F.X. Adji. 2023. Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme. Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Nugraha, Joshua Paskah, Wahyuni Wahyuni, and Kusmiarto Kusmiarto. 2024. "Prospek Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Mengoptimalkan Keamanan Dokumen Pertanahan Elektronik." Kadaster Journal Of Land Information Technology 2 (1): 66-84.
Mahfudzah, Aghnia, and Djoni Sumardi Gozali. 2023. "Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik." NoLaJ Notary Law Journal 2 (4): 322-334.
Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggita IKAPI).
Andari, Dwi Wulan Titik, and Dian Aries Mujiburohman. 2023. "Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik." Al'Adl Jurnal Hukum 15 (1): 154-170.
Syah, Mudakir Iskandar. 2023. Kamus Istilah Hukum Termasuk Istilah Persidangan Daring. Bekasi: Penerbit Jala Permata Aksara.
Notaris, Undang-Undang Jabatan. n.d. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
HS, H. Salim. 2023. Pengantar Hukum Notaris Elektronik (Introduction To Electronic Notary Law). Edited by M. Amin Budiman. Bandung: Penerbit Reka Cipta.
Busro, Achmad. 2011. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata. Yogyakarta: Penerbit-Percetakan Pohon Cahaya.
Destriana, Arsyilla, and Tiurma Mangihut Pitta Allagan. 2022. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik." PALAR (Pakuan Law Review) (https://journal.unpak.ac.id/ondex.php/palar) 08 (01): 91-106.
Rahayu, Tiara Dwi, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati. 2023. "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuefaksi Tanah." LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria (https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315) 2 (2): 250-266.
Farahzita, Nurul, and Fransiscus Xaverius Arsin. 2022. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik." Jurnal Ilmu Hukum The Juris (http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris) 6 (1): 113-126.
Sholihah, Arrofi'atush. 2021. https://repository.unissula.ac.id. Universitas Islam Sultan Agung. https://repository.unissula.ac.id/22591/10/Magister%20Kenotariatan_21301900073_fullpdf.pdf.
Nurasa, Akur, and Dian Aries Mujiburohman. 2020. Buku Ajar Tuntunan Pembuatan Akta Tanah. Vol. 1. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta: STPN Press.
Basoeky, Unggul. 2021. "Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia." Budapest International Research and Critics Institute - Journal (BIRCI - Journal) (https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.2000) 4 (2): 2907-2919.
Peraturan Menteri ATR / BPN Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2023. 2023. "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah." peraturan.bpk.go.id. https://peraturan.bpk.go.id/Details/269663/permen-atrkepala-bpn-no-3-tahun-2023.
Peraturan Menteri ATR/BPN , No.8 Tahun 2012. n.d. "Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah." https://peraturan.bpk.go.id/Details/104410/permen-agrariakepala-bpn-no-8-tahun-2012. Prod. bpk.go.id.
Undang Undang No.1 Tahun 2024. n.d. Undang Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sinar Grafika.
PP No.37 Tahun 1998. n.d. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah." https://peraturan.bpk.go.id/Details/55057/pp-no-37-tahun-1998. 
1997, PP No.24 Tahun. n.d. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997. bpk.go.id.
2021, PP No.18 Tahun, and PP No.18 Tahun 2021. n.d. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah." https://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021. bpk.go.id.
Subekti, Subekti. 2022. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
PP No.24 Tahun 2016. n.d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5745/pp-no-24-tahun-2016.
Harnisa, Widya, Nyulistiowati Suryanti, and Betty Rubiati. 2018. "Status Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." ACTA DIURNAL: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an (https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/167) 1 (2): 175-186.
UU No.1 , Tahun 2024. 2024. Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE UU RI No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik PDP UU RI No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Surabaya: Permata Press.
Muri, Dewi Padusi Daeng. n.d. Teknik Pembuatan Akta Dan Pengenalan Sertipikat Elektronik. 
Samsaimun, Samsaimun. 2021. Peraturan Jabatan PPAT. Bandung: Penerbit Reka Cipta.
HS, Salim. 2019. Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Depok: PT Raja Grafindo.
—. 2016. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jakarta: PT Raja Grafindo.
—. 2022. Pengantar Kode Etik Notaris. Bandung: Penerbit Reka Cipta.
1945, UUD, and 1945 UUD. n.d. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Dan Butir-Butir Nilai Pancasila." mkri.id. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf.
Undang Undang No.40, Tahun 2007. 2020. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Penerbit Citra Umbara.




	


23

